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BUPATI KUA:TAN SINGINGI
PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR: 5 YAHUN 201

TENTANG
INDEKS BIAYA PERJALANAN Di: A£ PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGER: SIPIL BAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERI/TA YG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang

“

Mengingat

3.

BUPATI KUTA SINGINGI,

bahwa dalam rangks efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Perjalanan
Dinas Pejabat Nesers. Pimpiran dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri
Sipil dan Non Perawa! Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kuaxia: Singingi, perlu adanya standarisasi pembiayaan:

bahwa sehubungan cugan huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan

Bupati Kuantan S. 6:

Undang-Undang Marsas 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupsten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten &erimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi dan Kota Xxtarp /I embaran Negara Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lemtaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902):

Undang-Undang Mun:oc 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara “ahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara

4286),

Undang-Undang Noor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2904 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4421): ”

Undang-Undar:gM::0c 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undanga:: (Iembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

tambahan Lembar": Negara Nomor 4389)
|

Undang-Undang Nunor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negxza
T 24 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 44:75 sebagaimana telah dilakukan beberapa kali

a.

b.

2.

4.

5.



Menetapkan

perubahan, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daera!: (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
auitara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Nornor 4578),
|

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor $9 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturar Meateri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1990 tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-275 Tahun 2006

tanggal 30 Mei 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan

Pengesahan Pengangkatan Bupati Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan

Singingi:

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan

Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan lembaranDaerah Kabupaten
Kuantan Singingi Nomor |.

MEMUTUSESAN :

INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGf:Ta DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN NON PEGAWAI! GERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATIN KUANTAN SINGINGI

|

"BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal !

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengar: :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi:



2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan:

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Ral.yat Daerah menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara
persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari

Kepala Daerah beserta perangkat Dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahab
Daerah:

5. Bupati adalahBupati Kuantan Singingi:

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah badan

LegislatifDaerah Kabupaten Kuantan Singingi:
5

7. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara sebagimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat
Negara yang secara tegas di tentukan dalam Undang-Undang,

8. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

9. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna
Melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersitat teknis profesional dan
Administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem

kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri:

10. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah

perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan dalam dan luar

wilayah Kabupaten Kuantan Singingi untuk kepentingan Pemerintah Daerah atas perintah
Pejabat yang berwenang:

11. Uang Harian adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan sekaligus yang terdiri dari

uang makan, uang saku dan biaya transportasi lokal selama melaksanakan perjalanan
Dinas:

12. Biaya akomodasi adalah uang perjalanan dinas yang dibayarkan untuk biaya penginapan
selamamelaksanakan perjalanan dinas,

13. Biaya Transportasi adalah uang perjalanan dinas yang digunakan untuk biaya angkutan
udara, laut dan darat ke tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas:

14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah tugas kepada
Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Ncn PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas,



15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah
kepada Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS untuk melaksanakan perjalanan dinas:

16. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas:

17. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada:

18. Tempat bertolak adalah/kotamelanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan:

19. Tempat tujuan adalah tempat/kota vang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BABI
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju
dan kembali ke tempat kedudukan semula.

(2) Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang.

(3) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi.

(4) Pelaksanaan perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding bisa
dilakukan dalam rangka.

adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah :

untuk peningkatan pelayanan publik :

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ,
menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan
daerah.

a
b.

d.

(S5) Jumlah hari perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan riil

(6) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan, workshop, rapat, seminar, lokakarya
dapat diikuti apabila penyelenggara dari departemen terkait, instansi pemerintah atau
lembaga non departemen yang bekerja sama dan/atau direkomendasi oleh departemen
terkait.

|

(7) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi, koordinasi ke departemen atau instansi
pemerintah terkait dilakukan secara'selektifdan dibatasi :

2. dilengkapi dengan laporan hasil konsultasi/koordinasi dimaksud,
b. jumlah hari pelaksanaan dibatasi selama 3 hari kerja untuk dalam Provinsi Riau dan 4

hari untuk ke Luar Provinsi Riau,
c. hanya terbatas pada kegiatan yang berkaitan Jangsung dengan Departemen terkait :



Pasal 3

(1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk
perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya.

2. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus

memperoleh persetujuan/perintah atasannya :

(2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani
oleh :

a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan
atasan langsungnya:

b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan
pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh

—

persetujuan/perintah atasannya.

BAB Ill

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasai 4
Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

3. uang harian
b. biaya penginapan
c. biaya transportasi.

Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD yang
Bersangkutan.

(2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan
ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran
SKPD berkenan.

(3) Standarisasi perjalanan dinas dalam negeri PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten
Kuantan Singingi Sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III dan IV peraturan Bupati
tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pejabat Negara/Pejabat/PNS/Non PNS dilarang memerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua
kali atau lebih) untuk perjalanan Dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.



Pasal 7

(3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilakukan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas -

belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan
dinas selesai.

(3) Perjalanan Dinas bagi Non PNS disetarakan dengan PNS Golongan II dan I

BABIV

PROSEDUR PEMBAYARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia
dalam DPA-SKPD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas palirg lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan
dinas dilaksanakan.

Pasal 10

(D Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan

perjalanan dan dokumen pertanggungjawaban penggunaan biaya perjalanan dinas.

(2) Laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis kepada atasan langsung
secara hirarki sesuai dengan tingkat jabatan dan permasalahan serta menyampaikan
tembusan kepada Bagian Tata Usaha SKPD bersangkutan.

(3) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari visum SPPD,

laporan perjalanan dinas, tiket dan boarding pass serta airport tax.
: Pasai 11

(1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati
ini dalam lingkungan kerjamasing-masing.

Kh

(2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas, kecuali untuk hal-
hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan

'

mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan dinas.

(3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas

bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat dari

kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hal hubungannya dengan

.» perjalanan dinas dimaksud.



(4) Terhadap kesaiahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
Dikenakan tindakan berupa :

a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Hukum administrasi dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal& DAwuman LOL

4 @UPATLKYANTAN SINGINGI,

1 La / Ha !!

Ls H. SUKARMIS
NT

T 2

4

Diundangkan di Teluk Kuantan

-Pada-tanggal
:. PiSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

AM
K E

Na

3 rs. MURARMAN, M.Pd
XxPermbijiz Utama Muda
“MP: 19570901 197701 1 001
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M

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2011 NOMOR



Lampiran I : Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 3 Tahun 201
Tanggal: & januari Lou

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

(“BUPATI KWANTAN
SINGINGI

Ph £

Transportasi
No.

Uraian
Udara Darat

1 Bupati/Wakil Bupati Bisnis
Super Eksekutif

2 Ketua/Wakil Ketua DPRD Bisnis Super Eksekutif

3 Pejabat Eselon Il.a Bisnis Super Eksekutif

4 Pejabat Eselon Ii.b/Anggota DPRD Ekonomi Eksekutif

5 Pejabat Eselon III/Gol IV Ekonomi Eksekutif

6 Pejabat Eselon IV/Gol III Ekonomi Eksekutif

7 Staf Golongan | dan II Ekonomi Eksekutif

N

H.SUKARMIS



SATUAN UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DILINGKUN. .

Lampiran
1:

Peraturan
Bupati Kuantan Singingi

: 8 Tahun 2011
55! nggal :: 6 JArung 201

IMERINTAH KABUPATEN
KUANTAN SINGIGI

N
ata Uang Harian

o. Tujuan Esselon / Goicngan (Rp)
1 2 3 4

A. IDalam wilayah Kabupaten | Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 330.000

Kuantan Singingi Esselon ILa 325.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 315.000
Ess.III/ Gol IV 300.000

Ess.IV/ Goli!i 250.000 I-

Gal! dan !:! 200.000

B Didalam Wilayah Propinsi
"

IRiau
1. Ke Pekanbaru Bupati/Wakil Bunati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000

Esselon li.a 375.000

LL Anggota DDPRD/Ess. itb 350.000
Ess.ll!/ Got IV 325.000

— Ess.IV/ Go! II 300.000
Goli dan!H 250.000

2. Ke Kab. Indragiri Hulu Bupati/Wakil Bupati/Ketua DP2D/Wakil Ketua DPRD 400.000
Essselon | 375.000

Anggota DPRD/Ess. 350.000
Ess.I!/Ge!

IV 325.000

00

EssIWGS 300.000
Gol! dan ii

PN
250.000

3. Ke Kab. Indragiri Hilir Bupati/Wakil Bupati/Ketua D-RO/Wakil Ketua DPRD 400.000

1» Esselon if '
375.000|

AnggotaDPRD/Ess. ILb 350.000
Ess.i: Ii Gol

PN
325.000

Ess.IV/ Go! 300.000
Gol | dan Ta 250.000

4. Ke Kab. Bengkalis Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000

— Esselon ia 375.000

Anggot:a Dr RD/Ess. ILb 350.000

Ess.LA Gol! IKI
325.000

— Ess.IV/ Gol TT 300.000
Gol | dan!! . 250.000

5. Ke Kab. Kampar Bupati/Wakil Bupati/Ketua DP RD/Wakil Ketua DPRD 400.000

Esselon !!.a 375.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 350.000
Ess.III/ Got IV 325.000

Ess.IV/ Gol Ill 300.000

Goli dan it 250.000

6. Ke Kab Dumai Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000
Esselon Il.a 375.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 350.000.
Ess.!II/ Gol IV 325.000
Ess.IV/ Gaf III 300.000
Gol | dan H 250.000

7. Ke Kab. Rokan Hulu Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000
' Esselon |i.a 375.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 350.000

Ess.IIt/Go! IV 325.000
Ess.IV/ Gol HI 300.000
Gol i dan II 250.000|

a

IV &

D



IK 2 3 Z

8. Ke Kab. Rokan Hilir Bupati/Wakil Bupati/KetuaDPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000
Esselonila 375.000

Anggota DIPPRD/ESs. !i.b 350.000
Ess.!!/Go!!V 325.000
Ess.IV'Gol!l 300.000
Golidanil 250.000

9. Ke Kab. Siak Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD Wakil Ketua DPRD 400.000
Esselon Ji.a 375.000

Anggota DPRD/Ess. ".b 350.000
Ess.I!/ Gol IV 325.000
Ess.!V/ Got!!! 300.000
Got Il dan II 250.000

Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000
10. Ke Kab. Pelalawan Esselon ILai 375.000

Anggote DPRD/Ess. II.b 350.000
Ess.II/ GoliV 325.000

|
Ess.IV/ Go! !!! 300.000
Go!4! dan H 250.000

11. Ke Kab. Kepulauan Bupati/Wakil Bupati/Keti:3 DPRD/Wakil Ketua DPRD 400.000
EsseionIa 375.000

AnggotaDPRD/Ess. II.b 350.000
Ess.!I/ GoliV. 325.000
Ess.IV/ Gol li! 300.000
Gol dan II !

250.000

c (DiluarWilayah Provinsi | 0
Riau 0.

1. Kota Batam Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
" Esselon la 660.000|

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000|
Ess.II/ GollV 635.000
Ess.IV/ Gol Ili 510.000
Golldanil 335.000

—

—.
12. Tanjung Pinang Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000

Esselonila 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.IIM GollV 635.000

Ess.IV/ Gol ai . .510.000
Goldanil 335.000

3. Kab. Natuna Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000

| Esselon Ia . 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.I!I/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000

| Gol dan II 335.000

4. Aceh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
|

“—

Esselon il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000

Es.
IV GoliV

: 635.000
Ess.IV/ Go! lil 510.000

Gol | dan II 335.000

5. Sumatera Utara Bupati/Wakil Bupati/Ketua LDPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
' Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.Il/ GoliV 635.000
Ess.IV/ Gol!!! 510.000
Gol dan |! .335.000|

a

n

IV

a



1 2 3 4

6. Sumatera Barat Bupati/Wakil Bupati/Ke'ua DPRD/W'akil Ketua DPRD 675.000
Esselon Ia 660.000

Anggota 2PRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.i!/ Gol IV 635.000
Ess.!V/ Gol Ill 510.000
Gol dan il 335.000

7. Jambi Bupati/Wakil! Bupati/Ket:a DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Eee ia 660.000

Anggota DFRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.i!/GotIV 635.000
Ess.1/Gol Iii 510.000 |

Gol dani! 335.000

8. Bengkulu Bupati/Wakil Bupati/Ketus DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselonila 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.!!i/ Gol IV 635.000
Ess.!V/ Gol Ill 510.000
Gol! dan Il 335.000

V

9. Sumatera Selatan Bupati/Wakil Bupati/Ketu: DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon ILa 660.000 |

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.!!I/Gol IV 635.000
Ess.IV/Gol Hi 510.000
Gol danII 335.000

10. Lampung Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.!!/ Gol IV 635.000
Ess.!V/ Gol Ili 510.000
Gol | dan II 335.000

11. Jakarta Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

. Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.Ili/ Gol IV 635.000| Ess.IV/ Gol III 510.000
Got | dan |! 335.000

12. Jawa Barat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esseton Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.I!/ Gol IV 635.000
Ess.!V/ Gol III . 510.000
Gol| dan It 335.000

13. Jawa Tengah Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.III/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Gol | dan I! 335.000

14. Yogyakarta Bupati/Waki! Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.l!I/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol Ill 510.000
GolI dan II 335.000

C



2 3 4
15. Jawa Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil KetuaDPRD 675.000

Esselon il.a 660.000
Anggota DPRI/£Ess. Il.b 655.000

Ess.I!I/ Got IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Goll dan II 335.000

16. Bali Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon iLa 660.000

Anggota DPRD/Ess. li.b 655.000
Ess.I!I/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Got II 510.000
Gol | den il 335.000

17. Nusa Tenggara Barat Bupati/Waki! Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.Ili/GolIV 635.000
Ess.IV/ Gol ll 510.000
Gol I dan II 335.000

18. Nusa Tenggara Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.III/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gal Ill 510.000
Gol | dan H 335.000

19. Kalimatan Barat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.III/ GoliV 635.000
Ess.IV/Gol Il 510.000
Gol ! dan Il 2 335.000

20. Kalimantan Tengah Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess Il.b 655.000
Ess.I!i/ Got IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Gol I dan II 335.000

21. Kalimantan Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.III/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000

1 Gol | dan II 335.000

22. Kalimantan Selatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
| Esselon Il.a 660.000

Anggata DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.Ili/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Gol dan !! 335.000

23. Sulawesi Selatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.II/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Gol | dan II 335.000

IV
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24. Sulawesi Utara Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000

Esselon Il.a 660.060

Anggota DPRD/Ess. II.b 655.000
Ess.II/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol II! 510.000
Gol | dan II 335.000

25. Sulawesi Tenggara Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 1 660.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 655.000
Ess.IIH/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000
Goll dan 11 335.000

26. Sulawesi Tengah Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b . 655.000
Ess.Il/ GollWV 635.000
Ess.IV/ Gol Ili 510.000
Gol | dan II 335.000

27. Gorontalo Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 675.000
Esselon Il.a 660.000

Anggota DPRD/Ess. II.b . 655.000
Ess.ILI/ Gol IV 635.000
Ess.IV/ Gol III 510.000

335.000Gol ! dan II

H.SUKAR IsN



Lampiran lil : Peraturan Bupati Kuantan SingingiNomor : 2 |
Tahun 20y

Tanggal: £ JAYA 161
'SATUAN UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No Tujuan Biaya Transportasi (PP)"

Darat! Udara (Ekonomi) | Udara BisnisA. Dalam Wilayah Kabupaten Kuantan 110.000Singingi”) —
Ka PAN

- :
B. (Didalam Wilayah Provinsi Riau

0.
nan

|...
J1. Ke Kota Pekanbaru 150.060 - -
2. Ke Kab. Indragiri Hulu 150.060 - -
3. Ke Kab. Indragiri Hilir . 250.000 - -

"14. Ke Kab. Bengkalis 350.000 - -
5. Ke Kab. Kampar 250.000 - -
6. KeKotaDumai | 300.000 |

- -
7. Ke Kab. Rokan Hulu 350.000

| - -
8. Ke Kab. Rokan Hilir .. 350.000 - -

| 9. KeKab.Siik
|. 240.000 j

- -1 10. Ke Kab. Pelalawari . 200.000 |
- -

11. Ke Kab. Kepulauan Meranti 350.000 - -

Cc. DiluarWilayah Provinsi Riau

1. Kota Batam . - 1.468.000 2.968.0002. Tanjung Pinang
-

“0 1.500.000 3.000.0003. Kab. Natuna PE
MN

3.388.400 4.888.4004. Aceh
— 1.350.K000. | 3.390.000 4.890.0005. Sumatera Utara ” 860.0001 1.866.000 3.366.000

|.
16. Sumatera Barat 500.000 7 - -
7. Jambi . 100,000 |.

4.500.000 6.000.0008. Bengkulu . 1300.000 1
3.500.000 5.000.000.9. Sumetera Selatan 4350.000 4.172.000 5.672.00010. Lampung 1.350.000 3.210.000 4.710.00011. Jakarta - 2.600.800 4.100.80012. Jawa Barat - | 3.460.000 4.960.0007

13. Jawa Tengah “00 3.720.000 5.220.00014. Yogyakarta 0 4.172.000 5.672.00015. Jawa Timur - 4.120.000 5.620.00016. Bali - .. 4.620.000 6.120.00017. Nusa Tenggara Barat PN TN

4.590.000 6.090.00018. Nusa Tenggara Timur - .. 7.500:000 9.000.00019. Kalimatan Barat - 4.220.000 5.720.00020. Kalimantan Tengah - 4.390.000 5.890.00021. Kalimantan Timur 5.070.000 6.570.00022. Kalimantan Selatan 4.390.000 5.890.00023. Sulawesi Selatan
|.

- 5.860.000 7.360.00024. Sulawesi Utara H0 7.300.000 8.800.00024. Sulawesi Tenggara - 6.198.000 7.698.00026. Sulawesi Tengah 6.500.000 8.000.00027. Gorontalo -
6.600.000 8.100.000

l-

(Pa
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Lampiran IV: Peraturan Bupati Kuantan Singingi
Nomor : 3 Tahun 2911
Tanggal: £ jarma 20y

SATUAN UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DILING XUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NK

Biaya
No Tujuan Esselon / Golongn Penginapan /

Hari (Rp)
1 2 3 4

“ Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 0
Esselon ii.a

A Dalam Wilayah Kabupaten Anggota DPRD/Ess. II.b 0
"

IKuantan Singingi Ess.III/ Gol IV 0
Ess IV/ Gol III 0
Go»l I dan II 0

B. (Di dalamWilayah Provinsi Riau
1. Ke Pekanbaru Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000

Esselon Il.a 600.000
Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000

Ess.Ili/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gol III 475.000
Goli dan Il 400.000

2. Ke Kab. Indragiri Hulu Bupati/Wakit Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esselon Il.a 600.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000
Es3.II/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gol III 475.000
Gol | dan II 400.009

3. Ke Kab. Indragiri Hilir Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esselon Il.a 600.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 575.000
Ess.!!!/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gol III 475.000

— Gol I dan II 400.000

4. Ke Kab. Bengkalis Bupati/Waliil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Maan Esselon Il.a 600.000'

Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000
Ess.III/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gol III 475.000
Gol I dan II

0.

400.000

5. Ke Kab. Kampar
Bupati/Waril

Fupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esselon Il.a 600.000

Anggota DPRD/Ess. !I.b 575.000
Ess.I11/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gol III 475.000
Gol | dan II 400.000

6. Ke Kab Dumai
Bupati/Waki

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esselon !l.a 600.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000
Ess.III/ Gol IV 500.000
Ess.IV/Gol Ill 475.000
Gol I dan If 400.000

7. Ke Kab. Rokan Hulu Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esselon il.a 600.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000
Ess.III/ Gol IV 500.000
Ess.IV/ Gollit . 475.000|

—Golidani! 400.000



5. Sumatera Utara

2 3
' 4

8. Ke Kab. Rokan Hilir Bupati/Wakil Bpati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000
Esseloni II.a 00.000

—
Anggota DPRD/Ess. II b 575.000

Ess.III/ Gol IV 500.000!
Ess.!IV/ Gol Ill

"
475.000|

Gol I dan II
h 400.00 '

9 KeKab Siak
——————

| Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 650.000" |

TN Esselong Il.a 600.000.
. Anggota DPRD/Ess. II.b 575.000!

— Ess.IlI/ Gol IV 500.000,
. Ess.IV/Gol imnGol dan Il

Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRDIWAkiI Ketua DPRD
10. Ke Kab. Pelalawan EsselonIl.a

Anggota DPR /Ess. Il.b
0000000

Ess.II/ GollV
Ess. IVA oli
Gol

L dan
I

11. Ke Kab. Kepulauan Meranti
Bupati/Wakil

Bupati/Ketua bPRD/WakiI Ketua DPRD
“Esselon Il.a

Anggota DPRD/Ess. II.b
3 Ess.IlI/Gol IV .000

Ess.IV/'Gol ll 475.000
Gol dan II

400.000

. Tbi luarWilayah Provinsi Riau TA
|

1. Kota Batam Bupati/Wakii Bupati/KetuaDPRD/Wakil Ketua DPRD 1 000..009
Esselon il.a

| .975.000 1

Anggota DPRD/Ess. Il.b 9500007
Ess.III/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol I dan !! 450.000

2. Tanjung Pinang Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Waki! Ketua DPRD 1.000.000
Esselon !l.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.I!I/ Gol IV 650.000/
Ess.IV/ Gol II! 550.000
Gol| dan II 450.000 :

3. Kab. Natuna Bupati/Wakil Bupati/Ketua |DPRD Wakil Ketua DPRD| — 1.000.000
Esselon Il.a 975.000. $.

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.O0OhEss.IlI/ Gol IV 850.000F
. Ess.IV/ Gol III 550.000

Gol |

dan
Il 450.

000
5,

4. Aceh Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRDWakil Ketua DPRD
Esselon Il.a

f —
Anggota DRRD/Ess.Lb

Ess.Ili/Gol IV

1 .00D.000: g

€ Ess.IV/-Gol III
: Gol. dan Ui

Esseloni!l.a—

Anggota DPRD/Ess: Il.bEss.Ii!/ Gol Iv

Bupati/Wakil Bupati/Ketuab SRD/Wakil Ketua DPRD| 1.4 UD. ot

Ess.IV/ Gol II
“Gol dan II

n

475.00
400.00

000
00
:00
00

600.009
25.00

579

975.000
450.000

D.00

——

0091
Ot4

00”
650.000

00
0.00
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“16. Sumatera Barat

7. Jambi

8. Bengkulu

19. Sumatera Selatan

Esselon Il.a
Anggota PRD/Ess. ILb

3. Ym
Bupati/WakilBupati/Ketua |DPRD/Wakil Ketua DPRD| . “000.000 |

Esselon Il.a 0 975.000|
“Anggota |DPRD/Ess.I.b 950.000)

— Ess.III/Gol IV 650.000:
Ess.IV/ Gol Ii . 550.00N

Gol I dan II 450.000

“TBupati/Waki Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000:
Esselon Il.a 975.000

Anggoa RD/Ess.Il.b 0 PO
000|Ess.I!I/Gol IV 650.000

. — Ess.IV/ Gollll 550.000)Gol
dan

1
"

450.Ooo
|

Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Waki!KetuaDPRD|

Ess.II/ Gol IV
Ess.IV/ Gol III

Gol dan t!
i

Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD
Esselon Il.a

Anggota DPRD/Ess.II.b
Ess.!II/ Gol IV
Ess.IV/ Gol Ih

0
ta

1.090.
5.0
50.0

950.000
»0

bo.ogg.
950.0
650.00
»0.0

Gol I dan Il

!

10. Lampung | Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD:
0...

Esselon Ila
Anggota DPRD/Ess. Il.b

Ess.III/ Gol IV
Ess.IV/ Gol III 550.odo
Gol | dan II

450.000

11. Jakarta | Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD| OA.000.000”
Esselon Il.a

PN ” 975.000
Anggota DPRD/Ess. II.b' 950.000

: Ess.III/ Gol IV 650.000)
Ess.IV/ Gol Ill 550.000)
Gol | dan il

0. 450.000

12. Jawa Barat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a MEN . 975.000

Anggota DPRD/Ess. Il.b 950.000
Ess.III/ Gol IV 650.000)

— — Ess.IV/ Gol III 550.000|
MEN

Gol! dan Ii 450.000

13. Jawa Tengah
Bupati/Wakil

Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD . 1.000.000
Esselon II.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b . 950.000
Ess.III/ Gol IV 650.000)
Ess.IV/ Gol III 550.000

Ken

Gol |

dan
It 450.000

14. Yogyakarta Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.aj00diEsselon ILa 975.
oo,Anggota DPRD/Ess. II.b

1200
0

Ess.II/ Gol IV 2Ess.IV/ Gol III 550.0001

|.
Gol | dan 1 Soo

15. Jawa Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRDWakii Ketua DPRD 1.000.oot
i

Esselon Ii.a 975.000
Anggota DPRD/Ess. Il.b 950.000. Ess.III/ Gol IV 650.000

Lo EssIWMGall 0 2... 950.000
Gol | dan II 450.000

: 2

450.000

090.00
975.000
950.000
650 AN)

b



2 3 4

16. Bali Bupati/WakilBupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess.li.b 0. .950.000
Ess.llI/GollV . 850.000

—

Ess.IV/Gol Ill 550.000
1 Goll dan Il 450.000:

17. Nusa Tenggra Barat T Bupati/Wakil Bupati/Keua DPRD/Wakil Ktua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.III/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol Il! 550.000
Gol I dan II 450.000

(48. Nusa Tenggara Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua
DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000

| Esselon Il.a 975.000
Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000

Ess.III/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol dan II 450.000

19. Kalimatan Barat Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
.

Esselon La” Ta ' .975.000—

“Anggota:DPRD/Ess. il.b 250.000
Ess.!!!/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol I dan II 450.000

20. Kalimantan Tengah Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. I!.b 950.000
Ess.I!I/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol I dan Ii 450.000

21. Kalimantan Timur Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Waki! Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.Ill/ Gol IV . 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000

Kn
Gol I dan II 450.000

22. Kalimantan Selatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon li.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 250.000
Ess.I!1/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000

pkn ...Golldanl 450.000:

23. Sulawesi Selatan Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
| Esselonila

”————————— |. ..975.000
—

Anggota DPRD/Ess. Il.b - 950.000
Ess.III/ Got IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol I dan II 450.000

24. Sulawesi Utara Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

| Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
|

Ess.I!I/ GollV 650.000
Ess.IV/ Gol lt . 550.000

Gol
| dan II 450.000

25. Sulawesi Tenggara Bupati Waki BupatiKetua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esseion Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.I!I/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III ia 550.000!
Gol | dan Il 450.000



ulawesi Tengah Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.I!/ Gol IV 650.000
Ess.IV/ Gol III 550.000
Gol dan il 450.000

27. Gorontalo Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD 1.000.000
Esselon Il.a 975.000

Anggota DPRD/Ess. II.b 950.000
Ess.III/ Gol IV 650.000

- Ess.IW/ Gol Ill 550.000
Gol I dan I! 450.000
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